5.1.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan analisis kontribusi PKB dan BBNKB periode 2009-
2013 yang di lakukan di Dispenda Provinsi Jawa Timur UPTD Surabaya
Utara, dapat di lihat bahwa dari tahun ke tahun PKB dan BBNKB
memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu berkisar antara 40%
sampai 60% dari total PAD secara keseluruhan di UPTD Surabaya Utara.
Oleh karena itu, dapat di ketahui bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang sangat
besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Persentase penerimaan PKB dan BBNKB di UPTD Surabaya Utara
selama 5 tahun terakhir terus berubah-ubah, mengalami kenaikan dan
penurunan namun persentase penerimaan tidak memiliki perbedaan yang
jauh. Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa persentase penerimaan PKB
dan BBNKB di UPTD Surabaya Utara selama 5 tahun terakhir sebagian
besar mencapai target yang telah di tentukan.

Dalam melakukan tugasnya untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, petugas Samsat dan Dispenda
UPTD Surabaya Utara sering mengalami beberapa macam hambatan

antara lain: Dalam proses pencairan tunggakan, UPTD Surabaya Utara
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mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan adanya daerah surplus yaitu
daerah yang mudah menghasilkan pencairan tunggakan kendaraan
bermotor dan daerah minus, yaitu daerah yang sulit menghasilkan
pencairan tunggakan kendaraan bermotor. Selain itu potensi obyek
kendaraan bermotor tidak sama setiap daerah ada yang besar dan kecil,
adanya alasan klasik dari para wajib pajak bilamana diberikan surat
perpajakan adalah tidak punya atau belum punya uang, para petugas dinas
luar dalam memberikan laporan status kendaraan bermotor banyak yang
tidak valid, dalam arti bahwa kendaraan yang seharusnya sudah dijual
tetapi masih distatus dimiliki, sehingga masih menjadi piutang dan
menjadi tunggakan.

. Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap
menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah
ditetapkan, maka dilakukan upaya untuk mempermudah evaluasi dibentuk
kelompok. Penentuan kelompok berdasarkan wilayah/ kecamatan.
dipadukan antara kecamatan surplus s/d kecamatan minus dalam pencairan
tunggakan. Dalam melakukan upaya ini, kerjasama tim dalam kelompok
diutamakan untuk pencapaian target secara optimal. Selain itu petugas
melakukan sosialisasi ke masyarakat wilayah kecamatan yang tunggakan
pajaknya dinilai masih tinggi, dalam melaksanakan sosialisasi ini,
masyarakat diberi pemahaman akan kemudahan-kemudahan dalam proses

pembayaran pajak kendaraan melalui layanan-layanan unggulan seperti
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layanan samsat keliling, samsat corner, samsat payment point dan layanan

e-samsat.

1.2. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap
Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya Utara:

1. Petugas Dispenda harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan
menjalin  komunikasi dengan mengadakan sosialisasi tentang pajak
kendaraan bermotor.

2. Pengiriman SPKPKB dapat dilakukan via email. Pengiriman via email ini
tidak harus diberikan ke seluruh wajib pajak, mengingat tidak semua wajib
pajak mengerti internet, akan tetapi akan diprioritaskan pada corporate
atau perorangan yang memiliki kendaraan bermotor relatif banyak. Dari
pemberitahuan via email ini, wajib pajak dapat memberikan informasi
akan status kendaraan yang terdapat pada perusahaan atau orang pribadi
tersebut, sehingga status kendaraan ini dapat dikatakan valid.

3. Petugas Samsat maupun Dispenda harus mermudah sistem pembayaran
pajak, dengan cara membuka lokasi pembayaran di tempat-tempat yang
mudah di jangkau dan menempatkan mobil samsat keliling di daerah-
daerah yang jauh dari samsat sehingga aksesnya pembayarannya lebih

mudabh.
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4. Bekerja sama dengan pihak kepolisian agar pihak kepolisian tidak hanya
memeriksa STNK, tetapi juga melihat faktur pajak yang ada di balik
STNK. Jika pajak kendaraan tersebut belum di bayarkan lebih dari 2
tahun, pihak kepolisian juga bisa menilang kendaraan tersebut untuk
memicu timbulnya kesadaraan masyarakat untuk membayar pajak

kendaraan tepat waktu.
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